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ABSTRACT

Zahra, Rihhadatul Aisy Az. “Implementation of Maritime Cooperation between
Indonesia and Australia in the Field of Maritime Safety by the Directorate General
of Sea Transportation in 2018-2022.” The State Islamic University of Sunan Ampel
Surabaya, 2025.

The issue of maritime safety is a strategic concern for Indonesia and Australia,

especially after the increasing number of marine accidents and the need to create

safe, orderly, and in accordance with international standards. This study aims to

analyze the implementation of bilateral cooperation in the field of shipping safety
through the Plan of Action for 2018—2022, focusing on the role of the Directorate
General of Sea Transportation (DGST). The research uses a qualitative descriptive
method and is analyzed through the framework of the international policy cycle as
developed by Sebastian Paulo, which includes the stages of agenda setting,

decision-making, implementation, and compliance monitoring and evaluation. The
results of the study show that this cooperation began with the articulation of
shipping safety issues as a common agenda through declarative documents, which

were then outlined in the Plan of Action as a result of negotiations between state
actors. DGST plays an active role in the implementation stage through various
concrete programs such as technical training, expert exchange, and policy
assistance. Australia contributed as a resource provider and technical companion,

while Indonesia showed adaptive capacity despite still facing structural limitations.

At the evaluation and monitoring stage, there is no formal sanction mechanism, but
compliance is maintained through a reporting system and agenda sustainability.

This cooperation has not resulted in comprehensive institutional reforms, but it has
driven sustainability through a new cooperation agenda and institutional capacity
building. This studyjconcludes thatthis bilateral cooperation reflegts the practice
of international cooperation governance that is gradual, adaptive, and based on
strategic interdependence between countries.

Keywords: Indonesia-Australia Maritime Cooperation, Directorate General of Sea
Transportation, Maritime Safety.
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ABSTRAK

Zahra, Rihhadatul Aisy Az. “Implementasi Kerja Sama Maritim Indonesia dan
Australia di Bidang Keselamatan Maritim Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Tahun 2018-2022.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.

Isu keselamatan pelayaran menjadi perhatian strategis bagi Indonesia dan Australia,
khususnya setelah meningkatnya jumlah kecelakaan laut dan perlunya menciptakan
perairan yang aman, tertib, dan sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama bilateral dalam bidang
keselamatan pelayaran melalui Plan of Action tahun 2018-2022, dengan fokus pada
peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Penelitian menggunakan
metode deskriptif kualitatif dan dianalisis melalui kerangka siklus kebijakan
internasional sebagaimana dikembangkan oleh Sebastian Paulo, yang mencakup
tahapan agenda setting, decision-making, implementation, serta compliance
monitoring and evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini
diawali dengan artikulasi isu keselamatan pelayaran sebagai agenda bersama
melalui dokumen deklaratif, yang kemudian dituangkan dalam Plan of Action
sebagai hasil negosiasi antaraktor negara. DJPL berperan aktif dalam tahap
implementasi melalui berbagai program konkret seperti pelatihan teknis, pertukaran
ahli, serta asistensi kebijakan. Australia berkontribusi sebagai penyedia sumber
daya dan pendamping teknis, sedangkan Indonesia menunjukkan kapasitas adaptif
meskipun masih menghadapi keterbatasan struktural. Pada tahap evaluasi dan
monitoring, tidak terdapat mekanisme sanksi formal, namun kepatuhan tetap dijaga
melalui sistem pelaporan dan keberlanjutan agenda. Kerja sama ini belum
menghasilkan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, namun telah mendorong
keberlanjutan melalui agenda kerja sama baru dan peningkatan kapasitas
kelembagaan. Penelitian| ini menyimpulkan . bahwa, kerja sama - bilateral ini
mencerminkan praktik tata kelola kerja sama intérnasional yang bertahap, adaptif,
dan berbasis interdependensi strategis antar negara.

Kata Kunci: Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Keselamatan Maritim.
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